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DUA rumor mengiringi Presiden ter-

pilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden,

menuju Gedung Putih. Pertama, calon

menteri keuangan, Janet Yellen,†mene-

gaskan komitmennya untuk tidak

mengintervensi dolar AS. Yellen lebih

memilih penentuan nilai mata uangnya

didasarkan pada mekanisme pasar.

Kedua, dimulainya vaksinasi di AS me-

munculkan optimisme tentang pemu-

lihan ekonomi yang lebih cepat dari

perkiraan sebelumnya pada semester

kedua tahun ini. 

Dua kebijakan di atas, jika nantinya

benar-benar ditempuh, niscaya akan

mengguncang pasar global. Dampak

putaran pertama bekerja langsung pa-

da pasar komoditas. Aktivitas ekspor-

impor dengan AS akan berfluktuasi

mengikuti fluktuasi nilai tukar mata

uang domestik terhadap dolar AS.

Aktivitas ekspor-impor antarnegara

yang menggunakan dolar AS sebagai

basis pembayaran juga akan ter-

dampak.

Menyeimbangkan

Dampak putaran kedua beroperasi di

pasar keuangan global. Bank Sentral

AS, cepat atau lambat, akan menyeim-

bangkan kembali neraca keuangannya.

Tingginya kepemilikan surat utang pe-

merintah untuk membiayai pandemi

Covid-19 akan dikurangi dengan men-

jualnya di pasar. Obligasi pemerintah

AS dipandang sebagai aset minim risiko

sehingga atraktif bagi pemain pasar glo-

bal. Dolar yang sebelumnya berse-

mayam di pasar negara berkembang

akan bergerak cepat menuju AS.

Fenomena dolar ëpulang kampungí

menjadi keniscayaan dengan segala

efek negatifnya.

Efek yang paling rumit ketika pemilik

dana ëbermainí di kedua pasar tadi.

Pemilik dana menyeberangkan fulus-

nya dari pasar komoditas ke pasar fi-

nansial. Demikian sebaliknya, dana di

pasar keuangan akan migrasi ketika

pasar komoditas menjanjikan imbal

hasil yang lebih tinggi.

Tesis di atas agaknya mendekati ke-

nyataan. Bukan sebuah kebetulan jika

krisis keuangan global menerpa pasar

finansial pada 2008 justru terjadi di te-

ngah commodity boom. Bangkitnya

pasar keuangan global dari krisis seolah

ëmempercepatí berakhirnya era com-

modity boom pada 2014. 

Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Jika

kedua skenario kebijakan Joe Biden ter-

bukti benar, Indonesia akan meng-

hadapi pelarian modal asing yang da-

lam jangka pendek menekan nilai tukar

rupiah. Impor bahan baku, peralatan,

dan mesin akan menyusut sehingga

berpengaruh pada kapasitas produksi.

Namun begitu sektor riil AS ikut pulih

dan tumbuh, Indonesia bisa menangkap

peluang ekspor untuk kemudian

mengimbangi tekanan pa-

da mata uang. Produk Indo-

nesia bisa mengisi produk

China yang terkena tarif

tinggi. Pangsa ekspor non

migas Indonesia ke AS pun

menempati peringkat ke-

dua setelah China.

Dengan alur logika di

atas, diversifikasi negara

tujuan ekspor patut menja-

di perhatian. Perluasan

pasar ekspor layak di-

arahkan di luar negara tra-

disional yang selama ini

telah eksis. Kawasan Afrika

Utara, Timur Tengah,

Eropa Timur, dan Amerika

Latin terbuka luas menjadi

pasar potensial bagi produk

Indonesia. Sebelum ke

sana, perdagangan antarnegara

sekawasan, ASEAN misalnya, masih

membuka peluang peningkatan

transaksi ekpor-impor lebih besar tanpa

terlalu bergantung pada dolar. 

Opsi lain, jika Indonesia tetap berke-

inginan bermain di pasar internasional,

peningkatan daya saing menjadi harga

mati. Peningkatan ekspor tidak se-

mestinya hanya dipicu pelemahan mata

uang domestik. Melainkan harus di-

topang oleh keunggulan intrinsik pro-

duk ekspor yang dimilikinya.

Memperkuat pasar domestik tam-

paknya menjadi solusi paling aman dari

berbagai gejolak eksternal. Perlindung-

an terhadap konsumen domestik perlu

dilakukan agar daya belinya tetap kuat

sehingga mampu menyerap produksi

dalam negeri, alih-alih mengonsumsi

produk impor yang lebih mahal. ❑

*) Prof Dr Haryo Kuncoro, Guru

Besar Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI

(the Socio-Economic & Educational

Business Institute) Jakarta

Melihat Jauh Efek Bidenomics
Haryo Kuncoro

Banyak wisatawan ‘memburu’ lava pijar

Merapi

-- Jangan sampai membahayakan ke-

selamatan diri

***

Perpanjangan PTKM perlu sosialisasi

lebih gencar

-- Sosialisasi untuk menyadarkan 

***

Kasus masih tinggi, tunda pembelajaran

tatap muka terbatas

-- Orang tua harus lebih sabar

Asesmen Nasional
PROGRAM Evaluasi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan berdasar-

kan UU Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 59 Ayat 1 berbunyi ÒPemerintah

dan Pemerintah Daerah melakukan

evaluasi terhadap pengelola, satuan,

jalur, jenjang dan jenis pendidikanÓ.

Setelah UN dibekukan berdasarkan

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020,

maka dimulai tahun 2021 akan dilak-

sanakan Asesmen Nasional (AN) pada

bulan Maret 2021.

Menurut Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem An-

war Makarim, pelaksanaan Asesmen

Nasional (AN) 2021 diundur pada Sep-

tember hingga Oktober 2021. Sebelum-

nya, Asesmen Nasional 2021 akan mu-

lai dilaksanakan pada Maret 2021.

Mundurnya jadwal Asesmen Nasional

bertujuan untuk memastikan agar persi-

apan logistik, infrastruktur, dan protokol

kesehatan lebih optimal. Termasuk un-

tuk menyosialisasikan dan ber-

koordinasi lebih masif dengan pemerin-

tah daerah. Meski begitu, ia menega-

skan bahwa pelaksanaan Asesmen

Nasional akan tetap dilakukan tahun ini. 

Asesmen Nasional ini tidak sama de-

ngan Ujian Nasional. Asesmen

Nasional dirancang untuk memantau

dan mengevaluasi sistem pendidikan

dari sisi fungsi maupun substansi.

Asesmen Nasional bukan evaluasi indi-

vidu siswa dan tidak ada konsekuensi

untuk siswa. Analisis Nasional juga

bukan untuk menambah beban siswa

dan bukan sebagai salah satu syarat

dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB). Di sisi lain, evaluasi kompeten-

si peserta didik menjadi tanggung jawab

pendidik dan sekolah, Asesmen

Nasional merupakan Asesmen Kompe-

tensi Minimum yang terdiri dari literasi

dan numerasi, Survei Karakter, dan

Survei Lingkungan Belajar. Oleh karena

itu, Asesmen Nasional berguna untuk

membantu sekolah memperbaiki per-

forma layanan pendidikannya menjadi

lebih baik. Asesmen Nasional bukan un-

tuk menghukum sekolah. Tetapi dilak-

sanakan untuk meningkatkan mutu dan

kualitas sekolah agar pendidikan di

Indonesia lebih baik.

Pelaksanaan Asesmen Nasional di

tahun 2021 selama masa pandemi

Covid-19 yang kemudian diundur oleh

pemerintah merupakan kebijakan yang

patut diapresiasi. Selain itu kesiapan

fisik dan nonfisik baik dari seluruh kom-

ponen pendidikan akan lebih merasa

nyaman untuk pelaksanaannya. Ka-

rena di tengah masa pandemi Covid-19

ini kesiapan mental fisik peserta didik ki-

ta belum maksimal.  Maka peran semua

baik dari pemerintah, sekolah, peserta

didik, orangtua dan masyarakat untuk

saling bahu membahu mensukseskan

Asesmen Nasional ini. Semoga kesuk-

sesan pelaksanaan Asesmen Nasional

di tahun 2021 terlaksana dengan baik

dan lancar. Dan kita juga segera terbe-

baskan dari Covid-19 ini.  ❑

Ismunandar, Mahasiswa MPAI UAD.

Mengantisipasi Terjadi Kehancuran Pendidikan
INI bukan masalah politik, tetapi

masalah pendidikan. Meski disadari di

satu sisi antara politik dengan pen-

didikan makin sulit dipisahkan. Dan di

sisi lain kasus ini berawal mulai dari

dunia politik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskan-

dar menyatakan kehancuran pen-

didikan sudah berada di depan mata se-

hingga mengusulkan agar Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendik-

bud) Nadiem Makarim segera digan-

ti. Hal ini disampaikan pada acara

Pembukaan Musyawarah Wilayah

(Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah

(DPW) PKB Sabtu (16/1) lalu.

Menurut Cak Imin, Mendikbud

Nadiem Makarim tak mampu mem-

buat terobosan secara signifikan un-

tuk mengatasi darurat pendidikan

yang terjadi selama masa pandemi

ini. Cak Imin mengusulkan Nadiem

Makarim segera diganti, bahkan

penggantinya pun sudah diusulkan,

seorang kader PKB,  Ketua Komisi X

DPR RI, Syaiful Huda.

***

Tulisan ini tidak membahas aspek

politis, akan tetapi murni pada aspek

pendidikannya. Pendapat tentang ke-

hancuran pendidikan yang sudah

berada di depan mata kiranya ba-

nyak benarnya. Sebagaimana kita ke-

tahui selama pandemi ini pembelajaran

tatap muka (kebanyakan) harus ditia-

dakan. Kalau kita mau jujur, banyak

siswa dan mahasiswa yang hampir ti-

dak melakukan proses pembelajaran

sama sekali. Logikanya jelas, tanpa pro-

ses pembelajaran maka kehancuran

pendidikan tinggal menunggu waktu.

Mengapa mereka hampir tidak me-

lakukan proses pembelajaran? Ada tiga

hambatan yang menyebabkannya: ti-

dak adanya akses sinyal, tidak adanya

keterampilan yang memadai. Dan tidak

dimilikinya perangkat untuk men-

jalankan pembelajaran secara daring. 

Hambatan pertama tentang tidak

adanya akses sinyal untuk melakukan

pbelajaran secara daring terdapat di

banyak wilayah di Indonesia. Daerah

3T yaitu Tertinggal, Terdepan dan

Terluar yang jumlahnya puluhan pada

umumnya tidak terjangkau sinyal.

Jangankan di Daerah 3T, sedangkan di

dekat perkotaan saja masih banyak

daerah blank spot yang tidak ter-

jangkau sinyal.        

Hambatan kedua tidak adanya kete-

rampilan yang memadai untuk men-

jalankan pembelajaran secara daring.

Untuk mengatasi masalah ini tidaklah

terlalu sulit. Kalau Kemdikbud mau

mengadakan pendidikan dan pelatihan

pembelajaran secara daring, baik untuk

guru maupun siswanya, maka hambat-

an ini akan segera teratasi. Darimana

para pendidik atau pelatih pembela-

jaran secara daring tersebut? Bisa dari

guru yang sudah terampil dan bisa pula

mengerahkan para mahasiswa yang

memiliki kapasitas untuk itu. 

Hambatan ketiga menyangkut tidak

dimilikinya perangkat untuk men-

jalankan pembelajaran secara daring.

Jangan pernah berfikir semua siswa

memiliki lap top, hand pone (HP) atau

gadget lainnya. Banyak siswa dan

orang tua yang tidak memilikinya.

Munculnya kasus pencurian HP oleh

orang tua untuk anaknya agar digu-

nakan pembelajaran secara daring

membuktikan banyaknya siswa dan

orang tua yang tak memiliki HP. 

***

Apakah Kemdikbud sudah mela-

kukan kegiatan konkret untuk meng-

atasi ketiga hambatan tersebut? Nam-

paknya belum, kalaupun sudah ki-

ranya belum signifikan.        Memang

Kemdikbud harus melakukan koor-

dinasi internal dan eskternal untuk

mengatasi hambatan tersebut. Pada

sisi lain Kemdikbud juga harus

melakukan koordinasi eksternal, mi-

salnya dengan kementerian lain ser-

ta lembaga lain yang memiliki poten-

si untuk mengatasi hambatan. 

Untuk menghindari kehancuran

pendidikan, koordinasi tersebut ti-

dak sekadar mengatur pembelajaran

tatap muka dengan segudang per-

syaratan yang sulit dipenuhi. Tetapi

harus sampai tindakan konkret

seperti pemasangan perangkat

telekomunikasi tower-tower BTS,

pendidikan dan pelatihan pembela-

jaran secara daring, serta pengadaan

perangkat HP dan gadget lainnya.

Dengan cara itulah kehancuran pen-

didikan bisa dihindari. ❑

*) Prof  Dr Ki Supriyoko MPd,

Direktur Pascasarjana Pendidikan

UST Yogyakarta

Ki SupriyokoMengapa Kasus Covid-19 di DIY Terus Naik?
MELESATNYA angka kasus Covid-

19 di DIY, sungguh sangat mengkha-

watirkan.  Hampir setiap hari terjadi

pemecahan rekor. Siaran pers tertulis

Jubir Pemda DIY untuk penanganan

Covid-19 Berty Murtiningsih, Sabtu

(23/1)  menyebut ada penambahan

baru 473 kasus terkonfirmasi positif di

DIY. Sebelumnya, angka kasus baru

juga tinggi. Tercatat Jumat mencapai

478 kasus dan Kamis di angka 456

kasus. 

Di tingkat nasional sudah diterapkan

pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) yang berlaku di

Jawa-Bali pada 11 Ð 25 Januari.

Ironisnya, penerapan kebijakan itu

seakan tidak ada maknanya. Penye-

baran dan penularan virus korona kian

menjadi.  nasional. Sehingga,  Jumat

pekan lalu Menko Bidang Perekono-

mian Airlangga Hartarto mengemuka-

kan, dengan melihat hasil monitoring,

evaluasi dan koordinasi dengan pe-

merintah daerah, pusat memutuskan

memperpanjang PPKM selama 2

minggu, hingga 8 Februari. (KR, 22/1).

Mengadopsi ketentuan pemerintah

yang cukup ketat, DIY melaksanakan

kebijakan   Pengetatan secara  Terba-

tas Kegiagan Masyarakat (PTKM).

Karena angka kasus di DIY juga

meroket,  bagaimana penerapan

PTKM di DIY dan apakah juga akan

diperpanjang sebagaimana pusat? 

Saat pemerintah Pusat menetapkan

PPKM untuk Jawa Bali, tegas

Gubernur DIY menyatakan mengikuti

kebijakan pusat. Karena itu, ketika kini

pusat juga akan memperpanjang kebi-

jakan tersebut,  sangat besar kemung-

kinan pelaksanaan PTKM DIY juga

akan diperpanjang. Apalagi secara ti-

dak langsung Sekda DIY K Baskoro

Aji dalam FGD ÔOptimalisasi Vaksinasi

dan PTKM di DIYÕ yang diselenggara-

kan Kedaulatan Rakyat bekerja sama

dengan Satgas Penanganan Covid-

19,   menyebutkan kemungkinan

tersebut dengan ada modifikasi

memasukkan usur kearifan lokal.

Dasarnya, agar PTKM bisa lebih mu-

dah diterima masyarakat DIY (KR,

23/1). Meski tidak dijelaskan kearifan

lokal seperti apa yang akan digunakan

atau dilaksanakan.

Sekalipun sudah berlangsung ham-

pir setahun, realita yang terjadi meng-

ungkap kesadaran bahwa harus

banyak hal yang dibenahi dalam

menyadarkan warga masyarakat bah-

kan termasuk pejabatnya. Meng-

gaungkan protokol kesehatan (pro-

kes) tidak sekadar dimaknai 3M :

mengenakan masker, mencuci tangan

dan menjaga jarak. Sebab yang di-

hadapi adalah virus korona yang tidak

tampak. (Tajuk KR, 7/12/20). Semen-

tara mobilitas akhir tahun 2020 tidak

bisa terhindarkan, waktu itu. Bukan

hanya hajatan, namun juga pilkada,

libur panjang bahkan reuni dan tentu

saja makan-makan. 

Kini Pemkot Yogyakarta tegas su-

dah menyebutkan dalam perpanjang-

an PTKM, prokes  menerapkan 5M:

mencuci tangan, memakai masker,

menjaga jarak, menghindari kerumu-

man dan mengurangi mobilitas. Upa-

ya yang kemudian ditekankan dengan

meningkatkan work fom home yang

semula 50% menjadi 75% (KR, 24/1).

Penekanan dikemukakan, karena di

tengah warga termasuk elite-nya yang

belum memiliki kesadaran penuh, hal

ini masih sulit dilaksanakan. 

Hampir setahun virus Korona Ômen-

eror kenyamananÕ hidup manusia.

Dan terus melesatnya kasus positif di

DIY menunjukkan bila pergerakan

masyarakat  masih tinggi. Pelaksana-

an PTKM di DIY seakan tidak mampu

menahan laju gerak warganya. Dan

upaya pemerintah menahan laju

wabah ini sepertinya belum dilihat se-

bagai kerja serius menanggulangi

Covid-19. 

Mungkinkah dalam masyarakat de-

ngan patron client yang masih tinggi,

kita minim keteladanan?  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengirim-

kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
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copy identitas. Terimakasih. 
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